









	Berdasarkan pengolahan data dan penganalisisan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka pada bab ini akan disusun suatu kesimpulan berdasarkan pengolahan data sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut :
1.	Dalam melakukan perencanaan kebutuhan distribusi digunakan suatu metoda Distribution requirement planning (Drp), yang bertujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan pada masing-masing distributor atau perusahaan berdasarkan nilai planned order release yang dihasilkan. Selain itu dengan menggunakan perhitungan Distribution requirement planning (Drp), kita dapat mengetahui waktu pengiriman dan cadangan aman (safety stock) yang harus disediakan perusahaan, agar setiap permintaan dapat terpenuhi, dan mengantisipasi bila terjadinya lonjakan permintaan. Dalam proses Distribution requirement planning (Drp) memerlukan input data berupa struktur distribusi pemasaran pada perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui jalur proses pendistribusian pada setiap distributor, selain itu juga Input dari Distribution requirement planning (Drp)yaitu hasil dari peramalan laporan penjualan teh tahun 2006. yang bertujuan untuk memproyeksikan permintaan di masa yang akan datang. 
Dalam perhitungan Distribution requirement planning (Drp) disini besarnya lot size yang ditentukan atau ditetapkan oleh perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah 50 Kg teh, hal ini berarti minimum pemesanan setiap distributor atau konsumen untuk memesan produk pada PT. Perkebunan Nusanatara VIII adalah per 50 Kg teh dalam pepersack.
Dan dari perhitungan Distribution requirement planning (Drp) disini diketahui total kebutuhan berdasarkan hasil peramalan adalah 39021282 Kg, dan planned order release secara keseluruhan adalah 39803750 Kg, sehingga total yang harus disediakan perusahaan untuk 1 tahun adalah 39803750 Kg, kemudian Gross Requirement untuk PT. Perkebunan Nusantara VIII, yang dapat dipenuhinya adalah 39803750, dan ini berarti perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumennya.
2.	Prosedur atau sistem dari persediaan dan pengiriman barang di PT. Perkebunan Nusantara VIII ini sudah cukup baik, pelaksanaan dari sistem atau prosedur persediaan dan pengiriman barang sudah sangat jelas, serta pembagian dalam tugasnya sangat mudah untuk dilakukan, serta prosedur dari pengiriman barangnya sudah cukup teliti dan tersusun, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pengiriman barang.
Dimana untuk persediaan barang, akan dibuat bukti dokumen yang dibuat oleh fungsi pemasaran yang diserahkan kepada fungsi administrasi persediaan dan diteruskan kepada unit kebun/pabrik yang kemudian diserahkan kepada fungsi pengiriman sebagai perintah penyerahan barang kepada pembeli. Dokumen ini digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang terjadi terhadap persediaan hasil jadi yang telah dilot atau dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Dokumen ini dibuat oleh unit kebun/pabrik untuk melaporkan informasi yang memuat jumlah persediaan hasil jadi, persediaan barang dalam proses, dan laporan diserahkan kepada fungsi administrasi persediaan dan di kantor direksi dalam periode tertentu. Dokumen ini digunakan oleh fungsi administrasi persediaan sebagai dasar input data persediaan yang akan direkap. Laporan persediaan produksi hasil rekap seluruh kebun dibuat oleh fungsi administrasi persediaan di kantor direksi. Bukti tanda penyerahan ini berfungsi sebagai pengendali catatan persediaan antara jumlah yang dikirim dengan jumlah yang diterima oleh pembeli. 
3.	Sementara itu untuk pengiriman barang, Baik untuk tender, free sales maupun LTC, penyerahan barang dilaksanakan setelah terbit faktur penjualan lokal, dipenuhinya syarat-syarat pembayaran kemudian dibuat Surat Perintah Penyerahan Barang (Delivery Order), yaitu perintah kepada pengangkut untuk mengangkut produksi yang telah terjual dari Gudang Pedalaman ke Gudang pembeli. Surat perintah penyerahan barang dibuat atas dasar realisasi pembayaran dan atau penerbitan Bank Garansi yang pelaksanaannya melalui Surat Perintah Angkutan (SPA). SPA adalah merupakan perintah kepada pengangkutan untuk mengangkut produksi yang telah terjual dari kebun ke gudang pedalaman. Surat perintah penyerahan barang mencantumkan asal kebun, jenis, nomor lot, dan kuantum. SPA mencantumkan asal kebun, nomor chop, jenis, volume (sack, berat neto), nomor kontrak dan nomor pembeli. Surat perintah penyerahan barang cukup ditandatangani oleh Kepala bagian Pemasaran atau yang mewakilinya.
Hal ini juga dapat memberikan kemudahan bagi PT. Perkebunan Nusantara VIII dalam hal pendokumentasian data barang. Mengenai jumlah produk yang dikirim serta produk yang masuk. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam hal pendokumentasian. Karena surat perintah yang menyatakan produk atau barang keluar dan masuk dibuat rangkap banyak, dan rangkapan surat tersebut dipegang oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Oleh sebab itu pelaksanaan dari sistem atau prosedur pengiriman barang ini sudah sangat jelas, serta pembagian dalam tugasnya sangat mudah untuk dilakukan, serta prosedur dari pengiriman barangnya sudah cukup teliti dan tersusun, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pengiriman barang.
4.	Dalam melakukan kegiatan pendistribusian akan ada biaya distribusi yang timbul, antara lain adalah ongkos transportasi, dimana Pada perhitugan total ongkos transportasi disini menggunakan metoda Least Unit Cost. Prinsip cara ini adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil.	
Dimana dalam perhitungan ongkos transportasi pada PT.Perkebunan Nusantara VIII ini ditentukan berdasarkan jarak dan berat per Kg tehnya. Dimana data masing-masing ongkos dari ke masing-masing tujuannya memiliki ongkos transportasi yang berbeda-beda. Sehingga ongkos transportasi yang ditetapkan  oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII ini berbeda-beda, tergantung dari mana dan ke mana. Dari setiap kebun memiliki ongkos yang berbeda-beda untuk sampai ke tujuan, namun pada perhitungan ongkos transportasi ini perusahaan distributor ini hampir secara keseluruhan berdomisil di Jakarta. Sehingga ongkos dari masing-masing kebun ini tidak jauh berbeda.
Pada proses pengiriman produk tehnya, PT. Perkebunan Nusantara tidak hanya menggunakan jasa angkutan PT. Perkebunan Nusantara VIII, namun PT. Perkebunan Nusantara VIII ini juga bekerja sama dengan jasa angkutan lainnya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan perngiriman produk yang disebabkan terbatasnya jasa angkutan milik perusahaan sendiri. 
Berdasarkan hasil perhitungan ongkos pada bab sebelumnya maka, ongkos transportasi paling minimum yang dikeluarkan pada setiap tahunnnya adalah sebesar Rp. 5,669,063,550.00.
pada perhitungan total ongkos transportasi juga diperoleh alternatif yang dapat diberikan kepada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII untuk hal penentuan pengiriman produk.
Tabel perhitungan total ongkos transportasi yang telah dilakukan pada bab IV juga menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara tabel Distribution requirement planning (Drp) dengan tabel ongkos transportasi, yaitu disini dijelaskan sumber yang didapat dalam memenuhi kebutuhan setiap perusahaan distributor dalam setiap periodenya. Kita juga dapat memprediksikan dari sumber mana saja setiap perusahaan distributor terpenuhi.
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